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P E N E T A P A N 

Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili 

perkara- Cerai Gugat ada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai 

berikut, antara pihak-pihak : 

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan TKW, 

tempat kediaman di Kabupaten Malang. Sekarang berada di 

Flat 2 5-F Block A Rainbow Garden 351 Castle Peak RD, 

Tuen Mun HK dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 

Darlan, SH, Advokat, beralamat di Jl. Bromo No. 05 Dilem 

Kepanjen Kabupaten Malang. berdasarkan surat kuasa 

khusus tanggal 05 Juni 2018 yang didaftarkan di Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang pada tanggal 13 Juli 2018 

dengan Nomor : 1746/Kuasa/7/2018/PA.Kab.Mlg, 

selanjutnya disebut sebagai Penggugat; 

melawan 

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan 

Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Malang, selanjutnya 

disebut sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan; 

TENTANG DUDUK PERKARA 

 Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 

Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten 

Malang Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan 

pada tanggal 24 September 2012 dicatatkan dihadapan Pegawai 
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Pencatat Nikah di Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 

Nomor : 0519/054/IX/2012. 

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah 

orang tua penggugat selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan. 

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah 

melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak 

bernama ANAK umur 5 tahun dan sekarang ikut tergugat. 

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah 

berjalan baik dan harmonis namun kemudian sejak tahun 2013 rumah 

tangga sedikit demi sedikit mulai goyah cekcok terus menerus dan sulit 

didamaikan kembali sehingga tidak mungkin dicapai tujuan rumah 

tangga sakinah, mawadah, warohmah. Karena tergugat kurang peduli 

terhadap kebutuhan rumah tangga selalu mengutamakan 

kepentingannya sendiri dan tergugat selalu pas-pasan dalam hal 

memberi nafkah kepada penggugat bahkan cenderung kurang dan 

terhadap kekurangan itu meskipun penggugat berhutang pada pihak lain 

untuk menutupinya tergugat tidak mau tahu hal itu semakin menjadi-jadi 

ketika penggugat berangkat bekerja ke hongkong kurang lebih pada 

tahun 2016, tergugat sama sekali tidak peduli bahkan sama sekali tidak 

memberi nafkah untuk keperluan anak dirumah. Dan jika terjadi 

pertengkaran tergugat selalu berkata-kata kasar yang menyakitkan hati 

bahkan tergugat ringan tangan suka membanting barang-barang. 

5. Puncak dari permasalahan tersebut antara penggugat dan tergugat 

sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri pisah tempat tinggal 

dan pisah ranjang terhitung hingga sekarang kurang lebih 2 tahun. 

6. Atas keadaan rumah tangga yang demikian itu pada akhirnya Penggugat 

berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi meneruskan hidup berumah 

tangga bersama Tergugat. Penggugat benar-benar menyatakan tidak 

rela / tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada 

Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak 

dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki Undang–Undang 

Perkawinan. 
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7. Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat 

tidak sanggup meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat karena 

sudah tidak mungkin lagi dicapai rumah tangga bahagia, sakinah 

mawadah warohmah sebagaimana dimaksud oleh tujuan perkawinan. 

8. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka bahwa pada hari 

pada tanggal 24 September 2012 dicatatkan dihadapan Pegawai 

Pencatat Nikah di Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 

Nomor : 0519/054/IX/2012, diputus oleh perceraian sesuai dengan pasal 

39 ayat 2 undang-undang No.1 tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah 

No.9 tahun 1975.  

Maka berdasarkan hal – hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang berkenan memanggil, memeriksa serta memutuskan 

sebagai berikut : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya 

2. Mejatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT) 

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat. 

Atau Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, 

Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya. 

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang 

diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan. Dan Majelis 

Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara 

menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang 

baik; 

Bahwa, telah ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil 

merukunkan Penggugat dan Tergugat, karenanya Penggugat menyatakan 

mohon diperkenankan mencabut perkaranya dan atas permohonan Penggugat 

untuk mencabut perkara tersebut, Tergugat tidak keberatan;  

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mencukupkan 

keterangannya dan mohon penetapan; 

Disclaimer
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala 

hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; 

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai diatas; 

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan 

Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan 

Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan 

Pemrintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang 

memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo; 

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat dan 

Tergugat berada di yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai 

Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini 

merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu 

tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara 

dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa 

tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa 

hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para 

pihak berperkara; 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa 

khusus tanggal 05 Juni 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 

1746/Kuasa/7/2018/PA.Kab.Mlg., tanggal 13 Juli 2018, yang didalamnya 

Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Darlan, 

Disclaimer
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SH Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari 

organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi; 

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat 

penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan 

parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan 

yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang 

beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau 

wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-

pihak yang beperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang 

sesuai dengan ketentuan hukum yang ada; 

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang 

dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran 

Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah 

Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus 

ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat 

kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut 

identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret 

pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat 

kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa 

tidak sah; 

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi 

ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 

tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa 

pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan 

tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian 

tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel; 

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa 

tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai 

keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai 

kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai 
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dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi 

memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi 

persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini; 

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa 

berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang 

menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib 

bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di 

sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya; 

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan 

mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan 

keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang 

diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan 

penilaian sebagai berikut : 

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim 

berpendapat sebagai berikut : 

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa 

khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI 

Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 

Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai; 

2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah 

memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh 

Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim 

berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi 

persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili 

para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini; 
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Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa 

Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal 

standing untuk mengajukan gugatan perceraian;  

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan 

cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali membina 

rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat; 

Menimbang bahwa atas upaya tersebut telah ternyata berhasil 

meyakinkan Penggugat, karenanya Penggugat mengajukan permohonan untuk 

mencabut perkaranya, dan menyatakan akan berusaha untuk rukun kembali 

bersama Tergugat;  

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu 

mengetengahkan dan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, S.H., 

dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa 

berdasarkan prinsip doelmatigheid serta adanya putusan Mahkamah Agung RI 

Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang 

menegaskan bahwa “apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat 

berhak mencabut permohonan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses 

pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat 

harus ada persetujuan Tergugat”; 

Menimbang bahwa menurut yurisprudensi kalau Penggugat mencabut 

gugatan pada hari sidang sebelum jawaban Tergugat, maka Penggugat dapat 

mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Akan tetapi kalau pencabutan 

gugatan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya dapat dicabut dengan 

persetujuan Tergugat (Olden Bidara, S.H. dan Martin P. Bidara. Hukum Acara 

Perdata, Hal. 19); 

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam 

berita acara sidang tanggal 03 September 2018 telah ternyata Penggugat 

dalam perkara ini telah mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan perkara 

berlangsung, dan ternyata pula Tergugat tidak keberatan atas pencabutan 

perkara tersebut; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa 

pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan; 

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka 

Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register 

perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi 

peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan 

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, 

dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini; 

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka 

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua 

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala 

biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

berkaitan dengan perkara ini; 

M E N E T A P K A N 

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 

3623/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg dari Penggugat; 

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut 

dalam register perkara; 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp. 407.000,- (empat ratus tujuh ribu rupiah); 

Demikian penetapan ditetapkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada 

hari Senin tanggal 03 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 

Zulhijah 1439 Hijriyah, oleh kami HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., 

sebagai Ketua Majelis, M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H. dan Drs. MUHAMMAD 

HILMY, M.HES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh 

Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang 
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dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh RICKY 

RIZKI RAHMAWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa 

Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat. 

 

Hakim Anggota I, Ketua Majelis, 

 

 

 

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H. HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI. 

Hakim Anggota II, 

 

 

 

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.  

 Panitera Pengganti,  

 

 

      

 RICKY RIZKI RAHMAWAN, S.H. 

 

Rincian Biaya Perkara : 

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,- 

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,- 

3. Biaya Panggilan : Rp. 316.000,- 

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,- 

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,- 

Jumlah : Rp. 407.000,- 

(empat ratus tujuh ribu rupiah) 
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